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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
i 

Pengangkutan merupakan suatu bidang kerja yang sangat vital dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai peran penting bagi kepentingan 

masyarakat yang sudah dimulai sejak dulu, yaitu sejak zaman peradaban manusia. 

Peran itu semakin menentukan sehubungan dengan semakin bertambah clan 

semakin majunya masyarakat itu sendiri. Dikatakan sangat penting karena 

didasari oleh beberapa faktor. 

Pertama adalah faktor keadaan geografis Indonesia, yaitu yang berupa 

daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan 

yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan 

menjadi alasan penggunaan alat pengangkutan modem yang digerakkan secara 

mekanis. 

Faktor kedua, kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang 

pelaksanaan pembangunan. Yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, 

pemerataan pembangunan, clan distribusi basil pembangunan berbagai sektor 

keseluruh pelosok tanah air. 

Faktor ketiga yaitu, yaitu pengangkutan mendekatkan jarak antara desa 

dengan kota. Lancamya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa 

dengan kota, dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja dikota tidak 
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! 

harus pindah kekota, dan mereka yang tinggal dikotapun tidak perlu khawatir 

untuk dipekerjakan didaerah luar kota. Timbal batik informasi juga cukup cepat 
i 

dan lancar antara desa clan kota. Pola hidup didaerah pedesaan cenderung 
I 

mengikuti pola hidup didaerah perkotaan, sehingga tingkat berpikir dan keinginan 

untuk maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat. 

Faktor yang keempat adalah, perkembangan ilmu dan teknologi. 

Perkembangari dibidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan 

dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan moderen, sarana dan prasarana 

angkutan moderen dan hukum pengangkutan moderen. Terutama mengenai 

perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusia. 1 

Pengangkutan dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Keduanya sating mempengaruhi, faktor pengangkutan dalam masyarakat 

mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam menunjang 

kehidupan sehari-hari bagi tiap individu. Sebagai contoh adalah hubungan antara 

perekonomian masyarakat, berarti perekonomian masyarakat menjadi semakin 

baik pula. Karena pengangkutan mempermudah masyarakat untuk memperoleh 

sumber penghidupan yang lebih baik. 

Angkutan jalan raya sebagaimana juga halnya dengan jenis angkutan lain 

juga sangat penting. Angkutan jalan raya dapat mempengaruhi tingkat 

perkembangan politik, sosial dan ekonomi serta merupakan salah satu syarat 

mutlak bagi perkembangan perekonomian rakyat dalam rangka Pembangunan 

Nasional. 

' Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Pengangkutan Niaga Bandung 
: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hal.7 
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Pengangkutan itu pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik 

! 

mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu 
! 

mutlak diperlukan untuk mencapai clan meninggikan manfaat serta efisiensi.2 

Dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang sating 

mengisi dan membutuhkan itulah sangat dibutuhkan jasa dari pengangkutan, 

sehingga perlu kiranya diberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang 

pengangkutan yang dapat menjamin kepentingan kedua belah pihak. 

Peraturan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Latu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang saat ini sudah tidak berlaku. Karena 

undang-undang tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tertata dalam satu 

kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. 

Perusahaan angkutan umum merupakan perusahaan yang menyediakan 

jasa angkutan orang dan atau barang dan kendaraan umum di jalan raya.' Adapun 

sarana yang digunakan sebagai alat pengangkutan ada beberapa jenis, yaitu : 

1 .  Mobil Penumpang. 

Adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 

8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan 

maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

Sukardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II Bagian Pertama, Jakarta : Rajawali 
1981, hal 8. 

' Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pasal 1 (8) 



4 

2. Mobil Bus 

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk 
i 

tidak tennasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi. 

3. Mobil Barang 

Adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, 

mobil bus clan kendaraan khusus. 

4. Taksi 

Adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda 
i 

khusus dan dilengkapi dengan argometer. 

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang 

dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan 

yang telah disepakati.5 Karena pengangkut berkewajiban membawa para 

penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat, maka harus pula dengan 

cara yang layak dan pantas serta cukup berusaha untuk mencegah kecelakaan.6 

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan 

kendaraan bennotor khusus untuk penumpang dan memenuhi persyaratan 

kelayakan pemakaian sehingga, pengusaha angkutan dapat mengoperasikan 

kendaraan tersebut dengan aman. Aman yang dimaksudkan adalah tidak 

membahayakan keselamatan penumpang umum maupun awak kendaraan. Untuk · 

HM.N. Purwosutjipto, S.H, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : 
Djambatan 1995. 

? Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pasal 4 (3). 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1602 -- W  (2) 
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mengetahui kendaraan bennotor itu memenuhi syarat untuk beroperasi atau tidak, 

harus diadakan suatu pengujian bennotor untuk menjaga agar kendaraan bermotor 

tersebut tidak menunjukkan kekurangan teknis yang dapat menimbulkan bahaya 

bagi para penumpang dan awak kendaraan yang ada di dalam kendaraan bermotor 

tersebut. Pengujian kendaraan bennotor untuk pengangkutan penumpang umum 

ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. 7 Dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 juga diatur mengenai hal-hal yang 

bersifat memberi perlindungan bagi kepentingan umum, yaitu meliputi Izin Usaha 

dan Izin Trayek. Kedua hal tersebut juga diatur lebih lengkap dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 

Di dalam izin trayek telah ditentukan trayek-trayek mana saja yang boleh 

dilalui oleh pengusaha angkutan, sehingga jalur yang bukan merupakan trayeknya 

tidak boleh dilalui, karena akan mengakibatkan penumpukan kendaraan pada satu 

trayek saja. 

Dalam pelaksanaan pengangkutan selain perlu menjaga keselamatan 

penumpang, keselamatan awak kendaraanpun tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Pemilik perusahaan pengangkutan juga berkewajiban untuk mencegah jangan 

sampai dalam menjalankan tugasnya tersebut awak kendaraan mendapatkan 

kecelakaan. Pengusaha angkutan umum berkewajiban untuk mengasuransikan 

awak kendaraannya terhadap resiko kecelakaan. 8 

' Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pasal 15. 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pasal 33. 
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Undang-Undang Nomor I 4 Tahun 1992 yang merupakan 

penyempumaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 telah mengatur 

mengenai hale, kewajiban serta tanggung jawab penyedia jasa (pengusaha 

angkutan) dan mengatur hak dan kewajiban para pengguna jasa. Mengatur 

tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari 

penyelerggaraan angkutan jalan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

tanggung jawab penyedia jasa terhadap orang yang diperkerjakannya sebagai 

awak kendaraan. 

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas clan 

Angkutan Jalan disusun juga suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 41  Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah 

tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan 

angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa 

Indonesia. 

Dalam kegiatan pengangkutan, pengusaha angkutan umum sebagai 

penyelengara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. 

Penyelesaian tersebut melalui proses hukum berlaku, berdasarkan pertimbangan 

di atas, maka dirasa perlu untuk mengadakan penelitian guna memperoleh 

gambaran yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab suatu 

perusahaan angkutan. Untuk itu dilakukan penelitian pada PO. SETIA BAKTI 
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sebagai salah 
I 
satu perusahaan angkutan urn um terbesar di kota Purwodadi sesuai 

asas dan tujuan perusahaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan 

terutama disaat terjadi kecelakaan pada umumnya. Lebih khusus dengan 
i 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan J alan. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ada pembatasan masalah obyek 

yang akan diteliti, hal ini akan dilakukan mengingat yang menjadi obyek 

permasalahan adalah sangat luas dan kompleks, sehingga dalam penulisan ini hal 

yang akan diteliti hanya mengenai keingintahuan terhadap keselamatan 

pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya dikota Semarang - Blora dan 

Purwodadi serta hambatan-hambatan dalam melakukan perjalannya. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pelaksanaan tanggung jawab 

pihak PO. SETIA BAK.TI dalam pengangkutan penumpang umum dan awak 

kendaraannya dikota Semarang, maka dapat dikemukakan permalahan sebagai 

berikut: 

1 .  Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam 

pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PO. SETIA BAKTI dalam 

pelaksanaan tanggung jawab dalam pengangkutan penumpang dan awak 

kendaraannya dan bagaimana penyelesaiannya ? 
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D. Tujuan Kegunaan Penelitian 

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1 .  Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam 

pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan awak 

kendaraannya serta tata penyelesaiannya. 

I .  Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu : 

I .  Teoritis, bahwa basil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan ilmu Hukum 

Perdata pada umumnya. 

2. Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

masukan bagi semua pihak dan para pembaca. 

E. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian pada dasamya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tuj uan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris 

clan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 
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cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah­ 

langkah tertentu yang bersifat logis.' 

1 .  Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan Y uridis Empiris. Maksud dari pendekatan yuridis disini adalah 

suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum/kaidah-kaidah 

hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku 

atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan empiris adalah 

suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka 

pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari 

anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris, berarti melakukan penelitian dengan 

mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi 

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang 

terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang berpola. 

Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah : 

I .  UU. No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang. 

2. UU. No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. 

3. UU. No .14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta, 1999, hal. 1 
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4. UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

5. PP.No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas. 

6. PP. No. 1 8  Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas. 

Sedangkan aspek empiris yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

I .  Pelaksanaan pengangkutan oleh perusahaan angkutan penumpang umum. 

2. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan penumpang umum 

dalam pengangkutan penumpang umum clan awak kendaraan. 

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan tanggung 

jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang clan awak 

kendaraan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi didalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, karena 

basil penelitian yang diperoleh merupakan gambaran umum clan tanggung 

jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dikaitkan dengan 

teori-teori hukum clan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 

permasalahan diatas. 

3 .  Penentuan Sampel 

Lokasi penelitian ini terletak dikota Purwodadi. Populasi atau seluruh 

objek atau unit yang akan diteliti adalah perusahaan angkutan penumpang 

umum di Kota Semarang, dalam kaitannya dengan tanggung jawab 

perusahaan angkutan terhadap keselamatan pengangkutan penumpang umum 

dan awak kendaraan. Mengenai sampel yang akan diteliti adalah PO. SETIA 
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BAKTI karena metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu." Sampel yang 

dipilih telah ditentukan sebelumnya Dengan persyaratan sampel yang akan 

diteliti ini memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang diwakili. Pertimbangan 

menggunakan metode ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya 

sehingga tidak mengambil sampel yang lebih besar jumlahnya. Adapun 

responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan PO. SETIA BAKTI dan 

staf-staf yang terkait dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1 .  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. J i  

Diperoleh melalui studi lapangan, yaitu penelitian langsung pada obyek 

yang dilakukan dengan cara : 

a. Interview (wawancara) adalah cara untuk memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung pada pihak yang diteliti. 

b. Questioner (daftar pertanyaan), yaitu dengan membuat daftar 

pertanyaan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
i 

pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PO. SETIA BAKTI 

denganjawaban yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya. 

c. Observasi, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap proses 

kerja dari awak kendaraan PO. SETIA BAKTI. 

" Ronny Hanitijo. S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1990, Hal 5 1 .  

"  rid, Hal.52 
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2. Data Sekunder adalah data yang dipero]eh dari buku dan literatur yang 

diperoleh dengan jalan studi kepustakaan, yang berupa karangan para ahli 

yang mengupas tentang pengangkutan melalui darat dan bahan-bahan 
I 

kuliah untuk mendapat pengetahuan teoritis didalam penyusunan 

penulisan.' 

5. Metode Analisis Data 

Pengolahan data merupakan usaha yang konkret untuk membuat data 

itu dimengerti oleh orang yang membacanya. Berapapun besarnya jumlah data 

dan tingginya nilai data, apabila tidak disusun clan diolah dengan sistematika 

yang baik, maka data tersebut tetap tidak berarti. 

Data yang masuk dan dipergunakan adalah data yang benar-benar 

valid dan ada korelasinya dengan bidang kajian dan penelitian. Data yang 

tidak valid dan tidak berkorelasi dengan bidang kajian clan penelitian tidak 

bisa dipergunakan. 

Dalam melengkapi suatu masalah, pasti yang diinginkan adalah agar 

masalah itu secepatnya dapat diselesaikan dengan tepat dan sistematis. Maka 

untuk keperluan tersebut akan dicapai dengan mengemukakan rancangan yang 

matang. Setiap rancangan akan berhasil dengan baik apabila ditentukan dengan 

metode-metode tertentu sehingga jalan yang ditempuh dalam pembahasan akan 

lebih terarah pada obyek yang dimaksud. 

Maka dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah 

metode Analisis Kualitatif atas dasar iJmu hukum yaitu data yang diperoleh 

kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisa secara kualitatif sehingga 

mencapai kejelasan yang dibahas. 

Loc.cit 
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F. Sistematika Penulisan 

I 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam 

pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis mengemukakan sistematikanya 
! 

yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, didalam Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka 

terdiri dari pengangkutan pada umumnya, pengangkutan darat, tanggung jawab 

pengangkutan 'di Purwodadi. 
I 

Bab III Hasil Penelitian Pembahasan, dalam Bab III ini memuat basil 

penelitian yang meliputi usaha PO. SETIA BAKTI dalam pertanggungjawaban 

terhadap keselamatan penurnpang, cara mengatasi hambatan yang dialami 

PO. SETIA BAK.TI serta bagaimana PO. SETIA BAK.TI melaksanakan peraturan 

lalu lintas clan peraturan pengangkutan dalam usaha pengangkutan umum yang 

dilakukannya. Sedang pembahasan meliputi tanggung jawab hukum perusahaan 

angkutan yang menyelenggarakan jasa pengangkutan dengan menggunakan 

sarana bus. 

Bab IV Penutup, dalam Bab IV ini memuat tentang penutup, 

kesimpulan dan saran. 



BABU 

TINJAUAN PUST AKA 

A. Pengangkutan pada Umumnya. 

1. Pengertian Pengankutan 

Pengangkutan memegang peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan jasa dari 

pengangkutan, seperti misalnya kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, 

kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan pemerintahan dan sebagainya. 

Pengangkutan bahkan dijadikan sebagai alat untuk pemersatu bangsa 

mengingat keadaan geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari kepulauan­ 

kepulauan yang terpisah-pisah. 

Pada dasamya pengangkutan adalah proses perpindahan suatu 

muatan, baik orang-orang ataupun barang-barang dari suatu tempat ketempat 

tujuan yang lain sehingga akan mendatangkan manfaat, meningkatkan daya 

guna, keuntungan clan efisiensi terhadap muatan yang diangkut. 

Setelah diketahui arti penting pengangkutan dalam kehidupan 

masyarakat, maka perlu juga diketahui pengertian dari pengangkutan yang 

dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut ini : 

a. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH. 

"Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 

pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pngangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tertentu 

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar 

uang angkutan." 

14 
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b. Menurut Prof. R. Soekardono, SH. 

"Pengangkutan pada pokoknya adalah perpindahan tempat, baik mengenai 
l 

benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu 

mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta 

efisiensi." 

c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. 1  

"Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang 

kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari 

tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau 

penumpang dari alat pengangkut tempat yang ditentuan." 

d. Menurut Prof. Sri Rejeki, SH. 

- Kegunaan tempat (Place utility) 

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari 

suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang berguna atau 

bermanfaat, ketempat lain yang menyebabkan barang jadi menjadi 

lebih berguna dan bermanfaat bagi manusia. Jadi dilihat dari kegunaan 

dan manfaatnya bagi manusia, maka barang tadi sudah bertambah 

nilainya. 

- Kegunaan waktu (Time utility) 

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya 

suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana 

barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Jadi nilai barang itu 

dapat dilihat dari faktor waktu barang itu dapat lebih climanfaatkan 

oleh manusia atau tidak. 

' HMN, Purwostjilpto, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 3 Jakarta : 
Djambatan J 995. 
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- Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal I Anglea 2. 

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat 

ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. 
I 

1 

Segala pengangkutan yang pada dasamya berisikan perpindahan 

tempat itu, tentu saja harus dilakukan dengan memenuhi beberapa 

ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, antara lain : 

l .  Diselenggarakan dengan aman, selamat, utuh dan cennat. 

2. Diselenggaraan dengan cepat dan tepat pada waktunya. 

3. Diselenggarakan dengan tidak ada perubahan bentuk. 

Fungsi dari pengangkutan adalah memindahkan barang dan atau 

orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk 

meningkatkan daya guna dan nilai. 

Beberapa aspek pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad, 

SH, dapat diketahui dari definisi pengangkutan adalah : 

1 .  Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku 

pengangkutan ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan 

pengangkutan dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti 

buruh pengangkutan dipelabuhan. 

2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pengangkutan. Alat ini digunakan secara mekanik dan memenuhi 

syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal 

udara, derek (crane). 

3. Barang/penunpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang 

diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang­ 

undang. 

Dalam pengertian barang termasuk juga hewan. 
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4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak 

pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan. 

5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai dan 

atau penumpang (tenaga kerja). 

6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang 

ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas. 2 

2. Peraturan Pengangkutan 

Agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan dengan baik diperlukan 

suatu sarana, yaitu hukum pengangkutan. Arti hukum pengangkutan 

dipandang dari sudut keperdataan adalah seluruh peraturan-peraturan, didalam 

dan diluar kodifikasi yang berdasarkan atas clan tujuan untuk mengatur 

hubungan-hubungan hukum yang ada karena keperluan pemindahan 

barang-barang dan atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat yang lain 

menjadi tujuan untuk memenuhi perjanjian. Jadi hukum pengangkutan adalah 

keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai pengangkutan, yang 

meliputi ketentuan undang-undang, perjanjian dan kebiasaan dalam 

pelaksanaan pengangkutan. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak dijumpai pasal yang dapat 

dipakai sebagai dasar pengertian perjanjian pengangkutan baik pasal yang 

bersifat umum maupun pasal yang bersifat khusus. 

Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, 
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991,  Hal. 19-20. 
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Pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya dijumpai 
I 

pasal -pasal yang mengatur resiko bagi pihak pengangkut dan nahkoda (pada 
I 

pelayaran disungai clan perairan peclalaman) sama saja pada pasal 91  dan 

92 KUHD. Kedua pasal tersebut hanya mengatur sepanjang mengenai 

pengangkutan barang-barang saja yang dipercayakan pada pengangkut. 

Oalam UU.No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas clan Angkutan 

Jalan juga tidak dijumpai pasal yang mengatur tentang perjanjian 

pengangkutan. 

Pada pengangkutan barang, baik pihak pengirim atau penenma 

berhadapan dengan benda (barang-barang mati). Sedang pada pengangkutan 
I 

penumparig/orang, pengangkut berhaclapan dengan penumpang yang harus ia 

bawa ketempat tujuan perjalanan tertentu. Dalam proses pengangkutan 

tersebut tentu saja pengangkut mengharapkan yang sewajamya sebagai upah 

dan pengirim dan atau penumpang wajib untuk membayar upah/biaya 

pengangkutan. 

Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, 

dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang clan atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan 

pihak lainnya (pengiriman-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) 

berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk 

pengangkutan tersebut. 3 

? Prof. R. Soekadarsono, S.H, Huukum Dagang Indonesia Jilid II, Jakarta 
CV. Rajawali, 1986 Hal.8 
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I  

Suatu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu 

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu 

tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan 

membayar ongkosnya. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur ketiga jenis pengangkutan 

adalah: 

1 .  Pengangkutan darat diatur dalam : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku I BAB V Bagian 2 

dan 3, mulai Pasal 90 sampai pasal 98. Dalam bagian ini diatur 

sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi 

hanya khusus mengenai pengangkutan barang. 

b. Peraturan khusus lainnya adalah : 

1 .  S.1997-262, tentang pengangkutan dengan kereta api. 

2. UU.No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3 .  UU. No.6 Tahun 1984 tentang Pos. 

2. Pengangkutan laut, diatur dalam : 

a. KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal. 

b. KUHD, Buku II, BAB V-A, tentang Pengangkutan Barang-barang. 

c. KUHD, Buku II, Bab V-B tentang Pengangkutan Orang. 

3. Pengangkutan udara, diatur dalam : 

S .1939-100 (Luchtvervoerordonnatie) bsd. UU.No.83 Tahun 1958 

(LN 1958-159 dan TLN No. 1687, tentang Penerbangan). 

4. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam : 

KUHD, Buku I, Bab V Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98. 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Internusa, 1985, Hal. 221. 
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B. Pengangkutan Darat. 

1 .  Pengertian Pengangkutan Darat 

Menurut HM.N Purwosutjipto, SH, yang dimaksud dengan 
I 

pengangkut pada pengangkutan darat bukanlah sopir pada mobil atau nahkoda 

pada kapal atau pilot pesawat terbang, tetapi majikan dari sopir, nahkoda atau 

pilot tersebut, yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan, dimana 

pihak lainnya adalah pengirim. 5 

Pengangkutan darat dalah yang menggunakan wilayah daratan 

sebagai sarana untuk melaksanakan pengangkutan. Pengangkutan darat 

tersebut diantaranya meliputi : 

a. Jalan-jalan raya, yang meliputi semua jenis pengangkutan yang 

diselenggarakan melalui jalan raya, baik yang mempergunakan kendaraan 

bermotor ataupun kendaraan tidak bennotor. Pengangkutan dengan 

kendaraan bennotor antara lain meliputi pengangkutan barang clan atau 

orang antar daerah antar kota dan mungkin pula antar pulau ( misalnya 

pengangkutan Sumatera-Bali dan sebagainya). 

b. Rel kereta api, meliputi semua efektivitas pengangkutan dengan kereta 

ap1. 

c. Perairan pedalaman termasuk didalamnya pengangkutan lewat sungai, 

danau, terusan dan selat. Pengangkutan perairan pedalaman ini meliputi 

semua pengangkutan barang dan atau orang lewat sungai, danau, teluk, 

clan selat dengan menggunakan perahu motor clan atau perahu tidak 

bermotor.6 

? HM.N. Purwosutjipto, S.H, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Jakarta 
: Djambatan, 1995, Hal. 28. 

° Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, Pengangkutan dan Pengangkutan Darat, 
Semarang : FH Undip, 1980, Hal. 10 
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Dalam UU. No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan 

J alan tidak dijumpai pengertian ten tang pengangkutan darat, hanya terdapat 

sedikit pasal yang menjelaskan tentang angkutan orang dan barang, angkutan 

orang dengan kendaraan, angkutan barang dengan kendaraan umum. 

Mengenai perusahaan angkutan itu sendiri dalam UU.No.14 Tahun 

1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan hanya diatur dalam satu pasal 

saja, yaitu Pasal 41. Dalam pasal 4 1  Ayat ()  UU. No. 14 Tahun 1992 

disebutkan bahwa : 

"Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan 
umum, clapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau 
Warga Negara Indonesia." 

Sedangkan diayat (2) dijelaskan bahwa : 

"Usaha angkutan orang clan atau barang dengan kendaraan 
bermotor seperti yang disebutkan dalam ayat ( 1 ) ,  dilakukan 
berdasarkan izin." 

Pacla bagian terakhir yaitu pada ayat (3) dijelaskan mengenai : 

"Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin 

sebagaimana diatur dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah 

Pengangkutan orang atau penumpang dengan kendaraan bennotor 

dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus 

clan kendaraan khusus. Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah 

kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang dirancang dan digunakan 

secara khusus seperti kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus 

untuk mengangkut narapidana, ambulan dan sebagainya. 
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Menurut PP. No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

menyebutkan bahwa pengangkutan orang didaerah yang sarana 

transportasinya belum memadai bisa dilakukan dengan menggunakan mobil 

barang. Pengangkutan dengan mobil barang tersebut wajib memenuhi 
I 
I 

persyaratan sebagai berikut : 
I 

a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang- 

kurangnya 0,6 m. 

b. Tersedia luas lantai ruang muatna sekurang-kurangnya 0,4 m per 

penumpang. 

c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut 

pen um pang. 
I 

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dalam trayek 

yang tetap clan teratur. Adapun pengertian trayek menurut PP. No. 14 Tahun 

1993 adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 

dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan 

tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 

Kegiatan pengangkutan orang atau penumpang yang diselenggarakan 

dengan trayek antara kota dalam propinsi menurut PP. No. 14 Tahun 1993, 

harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 

1 .  Mempunyai jadwal tetap 

2. ljin perusahaan 

3. Jalur Jurusan 

4. Jam Pemberangkatan 

5. Perusahaan (PO) 

6. Asuransi 

7. Garasi 
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I 
2. Pengaturan Pengangkutan Darat 

Pengaturan merupakan suatu alat yang vital untuk mengatur laju suatu 

perjalanan yang ada didarat, agar tidak terjadi suatu kemacetan yang ditimbulkan 
I 

dalam berlalu lintas sehingga pengaturan ini perlu dijalankan sebaik mungkin 
I 
! 

dalam upaya lalu lintas itu tersebut. Pengaturan-pengaturan itu disesuaikan 

dengan trayek yang ada untuk mengatur lajunya kendaraan, guna memberikan 

keterpaduan pengguna jasa itu sendiri pada umumnya, dalam hal tersebut diatas 

pengguna jasa harus bisa sebaik-baiknya menggunakan layanan tanggungjawab 

penupang dan awaknya sebaik mungkin. Agar lebih ditingkatkan kedisiplinan 

dalam upaya berlalu lintas. Dalam hal ini diatur peraturan berlalu lintas. 

Dasar hukum pengangkutan darat di jalan raya yang utama adalah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas clan Angkutan Jalan. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Latu Lintas clan Angkutan Jalan 

memuat ketentuan-ketentuan yang terdiri da ri :  

Bab I : Ketentuam Umum (Pasal l )  

Bab II : Asas dan Tujuan (Pasal 2-3) 

Bab lll : Pembinaan (Pasal 4-5) 

Bab IV : Prasarana (Pasal 6 - 1 1 )  

Bagian Pertama (Jaringan Transportasi Jalan) 

Bagian Kedua (Kelas Jalan clan Penggunaan Jalan) 

Bagian Ketiga (Terminal) 

Bagian Keempat (Fasilitas Parkir untuk Umum) 
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I 

I 

Bab V : Kendaraan (Pasal 12-17) 

Bagian Pertama (Persyaratan Teknis dan Laik jalan Kendaraan 

Bermotor) 

Bagian Kedua (Pengujian Kendaraan Bermotor) 
I 

Bagian Ketiga (Pendaftaran Kendaraan Bermotor) 

Bagian Keempat (Bengkel Umurn Kendaraan Bermotor) 

Bagian Kelima (Pemeriksaan Kendaraan Bennotor di Jalan) 

Bagian Keenam (Persyaratan Kendaraan Tidak Bennotor) 

Bab VI : Pengemudi (Pasal 18-20) 

Bagian Pertama (Persyaratan Pengemudi) 

Bagian Kedua (Pergantian Pengemudi) 

Bab VII : Lalu Lintas (Pasal 21-33) 

Bagian Pertama (Tata Cara Berlalu Lintas) 

Bagian Kedua (Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu 

Lintas) 

Bagian Ketiga (Pejalan Kaki) 

Bagian Keempat (Kecelakaan Lalu Lintas) 

Bagian Kelima (Asuransi) 

Bab VIII : Angkutan (Pasal 34-38) 

Bagian Pertama (Angkutan Orang dan Barang) 

Bagian Kedua (Angkutan Orang dan Kendaraan Umum) 

Bagian Ketiga (Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum) 

Bagian Keempat (Pengusahaan) 

Bagian Kelima (Tarif) 

Bagian Keenam (Tanggung Jawab Pengangkut) 
































































































